DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali. 2013, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori
Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang
(Legisprudence). Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.

Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo
Persada. Jakarta.

2005. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori
Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo
Persada. Jakarta.

Ade Mahmud. 2020. Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi;
Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta.

Agus Kasiyanto. 2018. Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan
Barang dan Jasa. Prenadamedia Group. Jakarta.

Andi Hamzah. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Rineka Cipta.
Jakarta.

Andi Widjajanto, Cornelis Lay, dan Makmur Keliat. 2006. Intelijen: Velox et
Exactus, Pacivis Ul & Kemitraan. Jakarta.

Amir llyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Rangkang
Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.

Arge Arif Suprabowo. 2016. Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil
Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai
Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi. Universitas
Pasundan. Bandung.

Elwi Danil. 2010. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya.
PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Evi Hartanti. 2008. Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua. Sinar Grafika.
Semarang.

Ignasius Soeprapto. 1976. Spektrum Ancaman Terhadap Keamanan
Nasional. Konsepsi Ketahanan Nasional. Tanpen. Jakarta.

Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan
Artikel (Edisi Revisi). Mitra Buana Media. Yogyakarta.



Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Alfabeta. Bandung.

Kadarudin. 2021. Penelitian di Bidang Ilmu Hukum. Formaci.
Semarang.Leden Marpaung. 2011. Proses Penanganan Perkara
Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). Sinar Grafika. Jakarta.

Mahrus Ali. 2011. Dasar-Daser Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.

Melanie. M, H. Gutjhar. 2005. The Intelligence Archipelago;, Community’s
Struggle to Reform in the Globalized. Center for Strategic Intelligence
Research. Washington.

Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.

Peter Chalk and William Rosenau. 2004. Confronting The Enemy Within
Security Intelligence, The Police, and Counter-Terrorism in The Four
Democracies. RAND Corporation. Washington.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media
Group. Jakarta.

P.A.F. Lamintang. 1994. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar
Baru. Bandung.

Roeslan Saleh. 2011. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana,
Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Centra. Jakarta.

Shed Hussein Alatas. 1982. Sosiologi Korupsi. Penerbit LP3ES. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. PT Raja
Grafindo Persada. Jakarta.

Soesilo Prajogo. 2007. Kamus Hukum Internasional dan Indonesia.
Wacana Inteletual. Jakarta.

Supono Soegirman. 2012. Profesi Unik Orang-Orang Aneh. Media Bangsa.
Jakarta.

Syahruddin Nawi. 2014. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian
Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.

S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta. 2007. Kamus Bahasa Inggris
Indonesia. Hasta. Bandung.

S. R. Sianturi. 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapan. Storia Grafika. Jakarta.

Tri Rama K. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Mitra Pelajar. Jakarta.



W.J.S. Poerwadarminta. 1999. Kamus Umum Bahasa Indonesia; Diolah
Kembali Oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departmen
Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka. Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang. 2011. Sistem Peradilan Pidana (Konsep,
Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di
Indonesia). Widya Padjajaran. Bandung.

JURNAL DAN ARTIKEL

Indonesian Corruption Watch, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan
Korupsi Tahun 2022, diakses melalui laman https://antikorupsi.org/
pada 29 November 2023 Pukul 16.45 WITA.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami untuk Membasmi. KPK.
Jakarta.

Nurul Ghufron. "Integritas". Jurnal Anti Korupsi. Vol. 3. No. 2. 2015.

PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/ 10/2014 tentang
Pedoman Pemulihan Aset



